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TANTANGAN ASN KE DEPAN

UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI BERKELAS DUNIA, ASN

HARUS MEMENUHI PROFILSIMART ASN 2024

Integritas Wawasan Global Bahasa Asing | Networking

Nasionalisme Teknologi Informasi Hospitality Entrepreneurship
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PEMETAAN KINERJA & KUALIFIKASI-KOMPETENSI PEGAWAI ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan
Pemetaan Kualifikasi & Kompetensi — Kinerja ASN

Tidak berkinerja

MUTASI/ROTASI 3 1 PROMOSI

Rualifikasi Kompeten — Kualifikasi sesuai Kompeten — Kualifikasi sesuai

Sesuai tapi tidak berkinerja
, DIKLAT/MAGANG

2 Tidak kompeten — Kualifikasi
tidak sesuai namun

berkinerja

Kompeten —

PENSIUN DINI/
Tidak Kompeten RASIONALISASI

— Kualifikasi
tidak Sesuai Tidak kompeten — Kualifikasi

tidak sesuai dan tidak
berkinerja
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Nomor

Tahun

Tentang

Tanggal Pengundangan
Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara

;Im BEMERINTAH
DENGAN Jﬁﬂmﬂm KERJA!

49

2018
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
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ASN TERDIRI DARI

PNS DAN PPPK

PUSAT

JABATAN PNS MENURUT PP 11 TAHUN
2017 TENTANG MANAJEMEN PNS TERDIRI
DARI ADMINISTRASI, FUNGSIONAL, DAN
| 78,99 %] = | PIMPINAN TINGGI. SAMPAI MARET 2017,
PNS TELAH BERJUMLAH 4,3 JUTA ORANG

DAERAH

TENAGA TENAGA ® TENAGA TENAGA TENAGA
.Jlj GURU KESEHATAN — TEKNIS ’.) ADMINISTRASI ;:; STRUKTURAL
1.636.322 264.305 ' 372740 MR 1643535 434.588
(37,60 %) (6,07 %) (8,57 %) (37,77 %) (9,99 %)

Data per Maret 2017




Ketentuan JF yang
dapat diduduki oleh

X PPPK

! L Organisasi

O JF keterampilan dan keahlian

U Diangkat dalam jenjang jabatan

O Penetapan jenis JF diatur dengan
Peraturan Presiden

untuk
percepatan
peningkatan
kapasitas

mensyaratkan
sertifikasi
profesi atau
uji kompetensi

Kompetensi
tidak tersedia
atau terbatas




Penilaian Kinerja

SKP merupakan Target/
Kontrak Kerja berisi
butir kegiatan sesuai
jenjang jabatan

Diberhentikan dari
PPPK jika tidak
memenuhi Target Kerja

Penyusunan Kebutuhan

Berdasarkan Anjab ABK
Untuk jangka waktu 5 tahun, dirinci per 1 tahun

Persyaratan

Usia paling rendah 20 tahun dan paling
tinggi 1 tahun sebelum BUP JF

Tidak pernah dipidana, tidak pernah
diberhentikan tidak hormat, tidak terlibat

politik praktis
Syarat lain sesuai JF

Ketentuan JF yang
dapat diduduki oleh
PPPK
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KEBIJAKAN SELEKSI PPPK TAHAP |

* Seleksi untuk Tenaga Honorer Kategori-2, tidak Lulus seleksi SKD

2013, Penyuluh Pertanian (THL MoU Menteri Pertanian), Dosen
PTNB,

* Database terpusat di Badan Kepegawaian Negara,

* Portal pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN dan pemutakhiran data
khususnya pendidikan akhir

« Sistem Seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
* Proses penetapan NIP terintegrasi di Badan Kepegawaian Negara

Oo — O*"“-m- @O LR




Kebijakan Seleksi PPPK Tahap |

Seleksi untuk Tenaga Honorer Kategori-2, tidak Lulus seleksi SKD

2013, Penyuluh Pertanian (THL MoU Menteri Pertanian), Dosen
PTNB,

Database Terpusat di Badan Kepegawaian Negara,
Portal pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN, dengan website

https://sscasn.bkn.go.id

Sistem Seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
Proses penetapan NIP terintegrasi di Badan Kepegawaian Negara




SUMBER DATA PPPK TAHAP I TAHUN 2019

Data PPPK
Tahap |

KemenRistekDikti

* Data Dosen PTNB
KemenDikBud W | ﬁ
* Data NUPTK Guru L5 4 .' Ao
* Status Mengajar — ‘
* UU 14/2005 2 ~
KemenKes KemenAg

Data NUPTK Guri

( .} UU 36/2014
KemenTan

* Data THL Penyuluh Pertanian

BKN . * Status Mengajar
* Data THK-2
* UU5/2014
* PP 56/2012




Eks -THK2
Eks — THK2 : Eks-THK2 Tenaga

Tenaga Guru fenage bum Kesehatan
Agama

PPPK Tahap | Tahun 2019



Tahapan Seleksi

01 02

Pengumuman Pendaftaran Verifikasi

* Penetapan * Portal SSCASN, * VerikasiOnline
Formasi * Cek Nomor Tes * Dokumen
KemenPANRB THK-2 elektronik

* Pengumumanin . Upload Dokumen
stansi K/L/D

https://sscasn.bkn.go.id

04 05

Seleksi

. Pengumuman
Kompetensi &

* Menggunakan
* Tes Kompetensi CAT
Menggunakan CAT -« Integrasi
BKN Pengolahan.
* Wawancara SKD dan SKB

https://cat.bkn.go.id




Nomor [nduk PPPK (18 digit)

Jenis
Tanggal Lahir Pengangkatan  Kelamin

/ . LB . lfJ_\

e pe (R S | (1 1]

- |

Tahun Bulan Tanggal LEL U Frekuensi No Urut
PPPK

Frekuensn PPPK Urutan Angka
diawali dengan (Digit 1-15 sama)
angka 21




Contoh

PPPK Pria Kelahiran 18-02-1990, proses kontrak sebagai
PPPK pertama kali pada tahun 2019,

«r CICIOCIOEEN0 BO00EE - 0ok

Pertama PPPK




KEPEGAWAIAN PASCA PP 49/2018
Tentang Manajemen PPPK

Pasal 96:

PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK
untuk mengisi jabatan ASN.

Pasal 99:

Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan
tugas paling lama 5 (lima) tahun .




mengakomodir aturan bagi mekanisme
berbasis merit untuk

dengan batas usia pelamar
4 yang lebih fleksibel dibanding CPNS.




fleksibilitas batas usia pelamar dan
¢, kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, 4
‘ dirancang untuk X
bangsa yang ingin
¢ berkontribusi dalam birokrasi tanpa
" terkendala batasan usia.
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kebijakan PPPK diarahkan untuk
_ mengisi Jabatan Pimpinan Tinggl |
‘ dan Jabatan Fungsional Tertentu =
dengan batas usia pelamar
N “dan

g, jabatantersebut




PPPK dengan PNS

v PPPK diberikan Gaji dan Tunjangan.

v Gaji dan Tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku bagi PNS



PPPK dengan PNS

Pasal 37: adanya masa perjanjian kerja

» Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

» Perpanjangan Hubungan Pedanjian Kerja didasarkan pada pencapaian kinerja,
kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan
PPK.

» Perpanjangan Hubungan Kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS
mendapat persetujuan dan berkoordinasi dengan KASN.

» Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan
tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN

» Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT
utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.



5 keistimewaan

1. Pegawai Honorer Berubah Status Menjadi PPPK
Pegawai honorer di lembaga pemerintahan akan diikutkan seleksi merit. Setelah lulus
seleksi, pegawai honorer akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

2. Usia Pelamar Lebih Fleksibel
Pegawai honorer yang ingin menjadi ASN berstatus PPPK tidak dibatasi usia seperti
pelamar CPNS.

3. Membuka Peluang yang Lebih Luas
Dengan tidak dibatasinya usia pelamar, PPPK diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari
kalangan profesional yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

4. Memberikan Kepastian Kerja
Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian kerja kepada para
pegawai honorer. PPPK akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas.

5. Mendapat Hak dan Fasilitas Setara PNS
PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS.
Bedanya PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti para PNS.



PEGAWAI ASN

DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

ASN
PNS PPPK

PP 11/2017 MANAJEMEN PNS PP 49/2018 MANAJEMEN PPPK
= Menduduki jabatan pemerintahan s Menduduki jabatan pemerintahan
&  Mengisi seluruh jabatan ASMN 5 Jabatan ASMN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan
= Berstatus pegawai tetap Ltama tertentu
=  Memiliki NIP secara Masional * Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai
* Melaksanakan tugas pemerintahan kebutuhan instansi
s Llsia paling rendah 18 thin dan paling tinggi 35 thn 5 Memiliki NIP secara Masional
& (3a)i berdasarkan perundang-undangan 8 Melaksanakan tugas pemerintahan
s Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JEE, JKM, = Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi
BanHK setahun sebelum batas usia jabatan

* Masa kera paling singkat 1tahun

5 [aj berdasarkan perundang-undangan
8 Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JEM, BanHK




Jangka waktu perjanjian kerja berakhir {termasuk
mencapal batas usla tertentu sesual jabatan)

Meninggal dunia
Atas permintaan sendiri

Perampingan organisasi atau kebljakan
pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK

Tidak cakap Jasman| dan/atau rohan| sehingga tidak da
menjalankan tugas dan kewajiban sesual perjanjlan kerja
yang disepakati

Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling
singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana

Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat

Tidak memenuhl target kinerja yang telah disepakati

Pemutusan hubungan perjanjlan kerja tldak dengan hormat

Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan atau yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik

I Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap, dengan pildana penjara paling singkat 2 tahun atau
lebih dan dilakukan dengan berencana




CUTI PPPK

Jenis-Jenis Cuti

CUTI SAKIT

Setiap PPPK vyang sakit
berhak atas cuti sakit

Sakit 1 sampai 14 hari berhak
atas cuti sakit dengan
melampirkan surat
keterangan dokter

Sakit lebih dari 14 hari berhak

atas cuti sakit dengan
melampirkan surat
keterangan dokter
pemerintah, paling lama

diberikan 1 bulan
Bila tidak sembuh selama 1
bulan, dilakukan pemutusan
hubungan kerja

i . 4

CUTI MELAHIRKAN

Untuk kelahiran anak
pertama sampai anak
ketiga pada saat menjadi
CUTI TAHUNAN PPPK, maka  PPPK
berhak atas cuti
Bekerja paling melahirkan
sedikit 1 tahun
terus menerus
Hak atas  cuti
tahunan adalah 12

hari kerja

CUTI BERSAMA

Cuti Bersama bagi
PPPK mengikuti
ketentuan Cuti
Bersama bagi PNS




SIUR\ e MM F-12101aM: PP No. 11 ttg Manajemen PNS
0NV R 1 (s DAY VIl PP No. 49 ttg Manajemen PPPK

: 3 Peraturan Menteri R-Peraturan
R-Peraturan Pergﬁﬁgahﬂ; nier F’ergkjrzﬂ]EMﬁ Lol PANRB ttg Menteri PANRB
Menteri PANRB Penu asa% Sistem Merit ASN Jabatan ttg Jabatan
ttg Pengisian JPT B 11 <15 |'%5f'2ﬂ'1ﬂ} (40/2018) Pelaksana Klasifikasi
i (41/2018) Jabatan

Peraturan Menteri Peraturan Menteri R-Peraturan Peraturan
FANRB tig PANRB tt Menteri Menteri FANRB
Manajemen Inpassing JF PANRB ttg ttg Penetapan

Talenta Nasional (42/2018) Pedoman JF JF

) SE MenpanRB ttg

R-Peraturan Menteri Penataan Jabatan =E Menpan~B lig Pengisian JPT Lb,

PANRB ttg JF yang | = Tertentu (yang dapat P - Il.b, Il
diduduki PPPK diisi TNI/Polri) eramt emoszon) [ (B/96.1/M.SM.020.03/




@ MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

Masa Hubungan
SEERIELRLGHE
paling singkat 1 tahun dan

dapat diperpanjang

Dasar Perpanjangan
Hubungan Perjanjian Kerja

= Pencapaian kinerja

= Kesesuaian kompetensi
!\ ’ , * Kebutuhan mstansu Ketentuan Khusus Perpanjangan
setelah mendapat persetujuan PPK S 3
y | ‘ A Hubungan Perjanjian Kerja

| - = Perpanjangan bagi JPT yang
berasal dari kalangan Non-PNS
mendapat persetujuan PPK dan
berkoordinasi dengan KASN.

‘ ' ! = Perpanjangan bagi PPPK yang
' 1 menduduki JPT utama dan JPT

madya tertentu paling lama 5 tahun.

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Menteri




RENCANA AKSI PEGAWAI NON PNS
DI JAWA TIMUR

1 |

1. Rencana Aksi Jangka Pendek
(Quick Wins)
2. Rencana Aksi Jangka Menengah



Rencana Aksi Jangka Pendek (Quick Wins)

Maksimal paling lambat 1 (satu) tahun berjalannya tugas pokok dan fungsi

1. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pegawai
- melalui Analisis Beban Kerja untuk melihat kelebihan dan kekurangan
Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan
- entry kebutuhan melalui aplikasi e-formasi
2. Menempatkan Pegawai sesuai kompetensinya
- melalui redistribusi atau rotasi
- uji kompetensi



Rencana Aksi Jangka Menengah

1. Penyusunan Peraturan Gubernur

Tentang Pegawai Non PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Menjalankan Regulasi sesuai PP 49 Tahun 2018

rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)






